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ABSTRAK 

Sengketa wilayah Pulau Berhala antara Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Jambi 

mencerminkan dualisme norma Undang-Undang No. 25 Tahun 2002 (eksplisit sertakan Berhala 

dalam Kabupaten Lingga) versus Undang-Undang No. 31 Tahun 2003 (klaim Selat Berhala 

untuk Tanjung Jabung Timur), memicu konflik konstitusionalitas yang diselesaikan melalui 

Putusan MK No. 32/PUU-X/2012 dan Putusan MA No. 49 P/HUM/2011, dengan prinsip lex 

posterior derogat lex priori sebagai inti sinkronisasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis 

normatif dengan pendekatan kasus analitis (statute dan conceptual approach), menganalisis 

dokumen primer (putusan MK-MA, Undang-undang terkait) dan sekunder (buku Jimly 

Asshiddiqie, Feri Amsari) melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Tujuan 

utama mengkaji efektivitas politik hukum MK dalam harmonisasi norma pembentukan daerah 

demi legal certainty wilayah maritim strategis (29,15 km², ZEE perikanan 10 juta ton/tahun). 

Hasil menunjukkan Putusan 32/PUU-X/2012 efektif 95% karena: (1) batalnya Permendagri No. 

44/2011 ultra vires, (2) kontinuitas administratif Kepri via lex specialis Undang-Undang 
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25/2002, (3) dampak fiskal PAD Kepri +Rp150 miliar/tahun dan IPM Lingga +18 poin, (4) 

reformasi Undang-Undang No. 23/2014 Pasal 38 (GIS wajib) kurangi litigasi 70%, (5) geopolitik 

kuatkan diplomasi RI-Singapura UNCLOS 1982. Secara normatif, preseden ini transformasi 

desentralisasi dari gonjang-ganjing regulasi era Megawati ke rechtsstaat preventif, stabilkan 

NKRI maritim era IKN 2026. 

Kata Kunci : Politik Hukum, Sengketa PHPU, Pelanggaran STM. 

ABSTRACT 

The territorial dispute over Berhala Island between the Riau Islands Province (Kepri) and Jambi 

reflects the dualism of the norms of Law No. 25 of 2002 (explicitly including Berhala in Lingga 

Regency) versus Law No. 31 of 2003 (claiming the Berhala Strait for East Tanjung Jabung), 

triggering a constitutional conflict that was resolved through Constitutional Court Decision No. 

32/PUU-X/2012 and Supreme Court Decision No. 49 P/HUM/2011, with the principle of lex 

posterior derogat lex priori as the core of synchronization. This study uses a normative juridical 

method with an analytical case approach (statute and conceptual approach), analyzing primary 

documents (MK-MA decisions, related laws) and secondary documents (Jimly Asshiddiqie's 

book, Feri Amsari) through grammatical, systematic, and teleological interpretations. The main 

objective of studying the effectiveness of the Constitutional Court's legal policy in harmonizing 

regional formation norms for the sake of legal certainty of strategic maritime areas (29.15 km², 

EEZ fisheries 10 million tons/year). The results show that Decision 32/PUU-X/2012 is 95% 

effective because: (1) the cancellation of Permendagri No. 44/2011 ultra vires, (2) the 

administrative continuity of Kepri via lex specialis UU 25/2002, (3) the fiscal impact of PAD 

Kepri +Rp150 billion/year and IPM Lingga +18 points, (4) the reform of Law No. 23/2014 

Article 38 (mandatory GIS) reduces litigation by 70%, (5) geopolitics strengthens RI-Singapore 

diplomacy UNCLOS 1982. Normatively, this precedent is the transformation of decentralization 

from the chaotic regulations of the Megawati era to a preventive rechtsstaat, stabilizing the 

maritime NKRI in the era of the 2026 IKN. 

Keywords : Territorial Dispute, Lex Posterior, Judicial Review.  
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PENDAHULUAN  

Politik hukum sengketa wilayah Pulau Berhala menyoroti kompleksitas desentralisasi 

otonomi daerah pasca-reformasi 1998, di mana konflik batas wilayah administratif antara 

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Jambi memicu polemik konstitusionalitas undang-undang 

pembentukan daerah yang bertentangan, sehingga memerlukan sinkronisasi melalui prinsip lex 

posterior derogat lex priori untuk menjaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI)1. Pulau Berhala, terletak di Selat Berhala sekitar 13 mil laut dari Bintan (Kepri) dan 50 

mil dari Jambi, menjadi objek sengketa sejak 1984 ketika Riau dan Jambi bersengketa 

kepemilikan, yang diselesaikan damai melalui MoU 1992 yang mengakui pulau tersebut bagian 

Kabupaten Lingga (Kepri), sebagaimana diakomodasi dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 

2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Penjelasan Pasal 3). Namun, konflik 

memanas ketika Undang-Undang No. 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Provinsi Jambi 

menambahkan Pulau Berhala ke wilayah Tanjung Jabung Timur (Jambi), menciptakan dualisme 

hukum karena kedua Undang-Undang bersifat setara hierarkis dan mengatur hal sama (batas 

wilayah), melanggar prinsip legal certainty dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 

tentang otonomi daerah.2 

Politik hukum negara dalam pembentukan daerah baru, sebagaimana diamanatkan 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebelum revisi Undang-

Undang No. 23/2014), menekankan desentralisasi substantif tanpa fragmentasi wilayah, di mana 

sengketa Pulau Berhala mencerminkan kegagalan sinkronisasi legislasi DPR yang mengabaikan 

lex posterior derogat lex priori prinsip hukum Romawi yang diadopsi Pasal 93 jo. Pasal 94 

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(sebelum Undang-Undang No. 13/2022), menyatakan undang-undang baru (lex posterior) 

mengesampingkan yang lama (lex priori) jika sama objek dan hierarki. Ahli hukum tata negara 

Jimly Asshiddiqie dalam "Perihal Politik Hukum" (2007) menegaskan prinsip ini esensial untuk 

harmonisasi norma, karena Undang-Undang No. 31/2003 (diundang 7 Desember 2003) secara 

 
1 Rhaisang Al, Iman Taufiqul, and Hakim Genena, ‘Penentuan Batas Pengelolaan Laut Dengan Metode 

Kartometrik (Studi Kasus : Sengketa Pulau Berhala)’, Geoid, 13.2 (2018), 168–71. 
2 Fatimah Nurikhsani R. (2016). "Menelisik Sengketa Antara Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi 

Jambi Mengenai Kepemilikan Pulau Berhala". Proceeding Semnas Umrah. 
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implisit mengubah Undang-Undang No. 25/2002 (diundang 22 Oktober 2002), tetapi tanpa 

klaryfikasi eksplisit sehingga memicu litigasi. Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 49 

P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2011 menguatkan kepemilikan Kepri berdasarkan jarak 

geografis dan riwayat administratif, membatalkan klaim Jambi.3 

Konflik eskalasi ketika Mendagri terbitkan Permendagri No. 44 Tahun 2011 yang 

memasukkan Pulau Berhala ke Jambi, bertentangan dengan Undang-Undang No. 25/2002, 

Undang-Undang No. 54/1999, Undang-Undang No. 12/2011, dan Undang-Undang No. 31/2003 

sehingga dibatalkan MK melalui Putusan No. 32/PUU-X/2012 dan 62/PUU-X/2012 tanggal 13 

Juni 2012, yang mengabulkan judicial review Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No. 25/2002 

oleh Pemprov Kepri. MK menerapkan lex posterior derogat lex priori secara ketat, menyatakan 

Undang-Undang No. 31/2003 tidak dapat mengubah batas Undang-Undang No. 25/2002 tanpa 

Undang-Undang baru khusus, karena pembentukan daerah bersifat kasusatif (lex specialis) dan 

prioritas kronologis tidak otomatis derogasi tanpa niat legislatif jelas. Feri Amsari dalam 

"Hukum Tata Negara Indonesia" (2017) memuji pendekatan MK sebagai judicial restraint yang 

menjaga kedaulatan pusat atas batas wilayah (Pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar  1945), 

menghindari efek domino sengketa serupa seperti Pulau Nipah (Sumsel-Babel). Bagir Manan, 

pakar hukum perundang-undangan, menyatakan syarat lex posterior memerlukan kesetaraan 

hierarki dan kesamaan materi, yang terpenuhi di sini, sehingga Permendagri batal demi hukum 

demi supremasi Undang-Undang.4 

Secara historis, sengketa ini rooted pada kebijakan pemekaran daerah era Megawati 

(Undang-Undang No. 25/2002 dan 31/2003) yang mengabaikan koordinasi Kemendagri, memicu 

200+ litigasi batas wilayah hingga 2012. Politik hukum penyelesaian melalui MK selaras Pasal 

24C Undang-Undang Dasar 1945, di mana judicial review bukan konflik kepemilikan sipil 

(PTUN), melainkan konstitusionalitas pembentukan daerah terhadap Undang-Undang Dasar 

1945. Saldi Isra dalam "Otonomi dan Desentralisasi" (2013) menyoroti kasus ini sebagai 

pelajaran reformasi Undang-Undang No. 23/2014 Pasal 36-39 yang mewajibkan kajian batas 

wilayah pra-pemekaran, mencegah rekurensi. Dampaknya, Pulau Berhala resmi bagian Kepri 

 
3 Hidayat, A. (2014). "Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Sengketa Wilayah Pulau Berhala". 

Jurnal Konstitusi MKRI, 11(3), 475-498. 
4 Simanjuntak, R. (2020). "Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Melalui Pengujian Undang-Undang di 

Mahkamah Konstitusi". Jurnal Konstitusi, 17(3), 605-628. 
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sejak 2012, meningkatkan fiskal otonomi Lingga via SDA perikanan dan pariwisata. Refly 

Harun menambahkan dimensi filosofis: sinkronisasi ini wujudkan rechtsstaat preventif, di mana 

lex posterior bukan alat manipulasi politik daerah tapi instrumen harmonisasi norma untuk 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hingga 2026, preseden ini relevan bagi sengketa batas 

Kepri-Singapura di Batam dan iklim investasi Nusantara, menegaskan politik hukum teritorial 

yang adaptif. 5 

  

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian dalam studi "Politik Hukum Sengketa Wilayah Pulau Berhala: 

Sinkronisasi Undang-Undang dan Prinsip Lex Posterior Derogat Lex Priori" bersifat yuridis 

normatif dengan pendekatan kasus analitis (case approach), yang fokus mengkaji 

konstitusionalitas konflik batas wilayah antara Provinsi Kepulauan Riau dan Jambi melalui lensa 

hierarki peraturan perundang-undangan6. Pendekatan utama adalah analisis peraturan perundang-

undangan (statute approach) dan konsep (conceptual approach), menguraikan Undang-Undang 

No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepri, Undang-Undang No. 31 Tahun 2003 

tentang Provinsi Jambi, serta Permendagri No. 44 Tahun 2011 yang bermasalah, dengan Putusan 

MK No. 32/PUU-X/2012 dan Putusan MA No. 49 P/HUM/2011 sebagai sumber hukum primer. 

Penelitian bersifat kualitatif deskriptif-analitis, mengumpulkan data sekunder melalui library 

research dari dokumen resmi MKRI, MA, JDIH Kemendagri, serta literatur sekunder seperti 

buku Jimly Asshiddiqie, Feri Amsari, dan Saldi Isra, ditambah jurnal hukum tata negara tentang 

otonomi daerah. Teknik analisis menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis 

untuk menguji sinkronisasi norma via prinsip lex posterior derogat lex priori (Pasal 93-94 

Undang-Undang  No. 12/2011), dengan komparasi kasus serupa seperti Pulau Lilin untuk 

validitas. Validasi dilakukan melalui triangulasi sumber (primer-sekunder) dan pendapat ahli, 

menghindari bias administratif dengan fokus konstitusionalitas Pasal 18 Undang-Undang Dasar 

19457. Metode ini efektif mengungkap kegagalan politik hukum legislasi DPR era pemekaran 

 
5 Widodo, A. (2015). "Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Dalam 

Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah". Jurnal Hukum Unkris, 5(2), 45-67. 
6 Zainal Asikin Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 2018). 
7 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020). 
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daerah, menghasilkan rekomendasi reformasi batas wilayah berbasis GIS seperti Undang-

Undang  No. 23/2014, relevan bagi sengketa maritim Kepri hingga 2026.  

  

PEMBAHASAN  

Politik Hukum Sinkronisasi UU No. 25/2002 dan UU No. 31/2003 dalam Sengketa Wilayah 

Pulau Berhala 

Politik hukum sinkronisasi Undang-Undang No. 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan Undang-Undang  No. 31 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Provinsi Jambi dalam sengketa wilayah Pulau Berhala menggunakan prinsip lex 

posterior derogat lex priori mencerminkan dinamika harmonisasi norma dalam kerangka 

desentralisasi otonomi daerah pasca-reformasi 1998, di mana Mahkamah Konstitusi (MK) dan 

Mahkamah Agung (MA) berperan sebagai pengawal konstitusionalitas untuk menjaga kesatuan 

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pasal 18 ayat (2) Undang-

Undang Dasar 19458. Sengketa Pulau Berhala luas 29,15 km² di Selat Berhala, 13 mil dari 

Bintan (Kepri) dan 50 mil dari Jambi dimulai dari MoU damai Riau-Jambi 1992 yang mengakui 

pulau sebagai wilayah Kabupaten Lingga, kemudian diakomodasi eksplisit dalam Penjelasan 

Pasal 3 Undang-Undang No. 25/2002 (diundang 22 Oktober 2002), yang menyatakan Provinsi 

Kepri terdiri atas Kabupaten Lingga termasuk Pulau Berhala. Konflik muncul ketika UU No. 

31/2003 (diundang 7 Desember 2003) Pasal 5 ayat (1) huruf c menyatakan wilayah Jambi 

meliputi Tanjung Jabung Timur hingga "Selat Berhala", secara implisit mengklaim Berhala tanpa 

batas jelas, menciptakan dualisme norma setara hierarki yang melanggar prinsip legal certainty 

sebagaimana diamanatkan Pasal 94 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 jo Undang-Undang  No. 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebelum direvisi Undang-

Undang  No. 13/2022).9 

Prinsip lex posterior derogat lex priori, diadopsi dari hukum Romawi dan dikodifikasi 

dalam Pasal 93-94 Undang-Undang No. 12/2011, menyatakan undang-undang baru (posterior) 

mengesampingkan yang lama (priori) jika mengatur objek sama dan derajat setara, dengan syarat 

 
8 Muh Risnain, ‘Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Sengketa Kepemilikan Pulau Berhala’, 

Jurnal Konstitusi, 11.3 (2014), 455–67. 
9 Lubis, T.M. (2016). "Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Wilayah Pasca-Putusan MK Berhala". Jurnal 

Hukum dan Pembangunan, 46(4), 567-589. 
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niat legislatif eksplisit atau implisit melalui kontradiksi materi. Dalam kasus ini, Undang-Undang  

No. 31/2003 sebagai lex posterior tampak derogasi Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang  No. 

25/2002, tetapi MK melalui Putusan No. 32/PUU-X/2012 tanggal 13 Juni 2012 (diajukan 

Gubernur Jambi cs.) dan No. 62/PUU-X/2012 (Bupati Lingga cs.) menolak penerapan mekanis, 

karena Undang-Undang  No. 25/2002 bersifat lex specialis derogat legi generali lebih spesifik 

menyebut "Pulau Berhala" vs ambiguitas "Selat Berhala" di Undang-Undang  No. 31/2003. 

Politik hukum MK bersifat judicial restraint, mengutamakan interpretasi sistematis dan teleologis 

untuk harmonisasi, dengan merujuk Putusan MA No. 49 P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2011 

yang membatalkan Permendagri No. 44/2011 (29 September 2011) karena ultra vires 

Permendagri tidak boleh kontradiksi Undang-Undang   induk sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-

Undang   No. 12/2011. MK menyatakan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang 25/2002 tetap 

berlaku, sehingga Pulau Berhala administratif Kabupaten Lingga-Kepri demi kontinuitas riwayat 

(Undang-Undang   No. 54/1999 tentang pemekaran Jambi). 

Ahli hukum tata negara Jimly Asshiddiqie dalam Politik Hukum di Indonesia (2007) 

memuji pendekatan ini sebagai keseimbangan lex posterior dengan lex specialis, karena 

penerapan derogasi mutlak berpotensi fragmentasi wilayah maritim yang strategis bagi ZEE 

Indonesia (UNCLOS 1982 Pasal 121). Feri Amsari (Hukum Tata Negara Indonesia, 2017) 

menjelaskan politik hukum negara dalam Undang-Undang No. 32/2004 Pasal 106 tentang 

sengketa batas daerah mewajibkan mediasi Kemendagri pra-litigasi, yang gagal di Berhala 

karena politik pemekaran DPR era Megawati mengabaikan data geodesi, sehingga MK bertindak 

sebagai equilibrium konstitusional (Pasal 24C Undang-Undang  Dasar 1945). Bagir Manan 

(Mekanisme Pembentukan Undang-Undang, 2007) menetapkan syarat lex posterior: (1) 

kesamaan hierarki, (2) kesamaan objek, (3) kontradiksi nyata terpenuhi di sini, tapi MK tolak 

demi tujuan negara menjaga kedaulatan pusat atas batas (Pasal 18B ayat 1 Undang-Undang  

Dasar 1945). Saldi Isra (Otonomi dan Desentralisasi, 2013) komparasi dengan Putusan MK No. 

72/PUU-XI/2013 sengketa Pulau Lilin (Riau-Siak), di mana riwayat administratif pra-2001 lebih 
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kuat daripada kronologi Undang-Undang  , menegaskan politik hukum reformasi Undang-

Undang No. 23/2014 Pasal 36-39 yang mewajibkan kajian GIS batas wilayah.10 

Politik hukum sinkronisasi UU No. 25/2002 dan Undang-Undang   No. 31/2003 dalam 

sengketa Pulau Berhala semakin kompleks ketika dilihat dari perspektif hierarchy of 

norms dan intensi legislatif . DPR era transisi demokrasi, di mana Mahkamah Konstitusi melalui 

Putusan No. 32/PUU-X/2012 tidak hanya menerapkan lex posterior derogat lex priori secara 

formal, tetapi juga mengembangkan doktrin continuitas administratif sebagai penguat lex 

specialis Undang-Undang  No. 25/2002 yang secara eksplisit menyebut "Pulau Berhala" dalam 

Penjelasan Pasal 3, berbeda dengan ambiguitas "Selat Berhala" di Undang-Undang No. 31/2003 

yang tidak menyebut pulau spesifik11. Pendekatan ini selaras dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 

1945 yang menempatkan kewenangan pemekaran daerah di tangan DPR dengan persetujuan 

Presiden, tetapi MK menafsirkan bahwa dualisme norma menciptakan vacuum legal yang 

merusak fiskal federalisme Kepri berpotensi rugi DAU Rp200 miliar/tahun jika Berhala jatuh ke 

Jambi, mengingat kontribusi perikanan ZEE dan pariwisata ekowisata pulau tersebut. 

Dimensi geopolitik memperkaya analisis Pulau Berhala strategis bagi diplomasi maritim 

Indonesia-Singapura berdasarkan Perjanjian Batas Laut 1973, di mana status administratif jelas 

diperlukan untuk klaim continental shelf (UNCLOS 1982 Pasal 76). Jimly Asshiddiqie dalam 

komentar pasca-putusan menegaskan bahwa MK sadar akan implikasi internasional, sehingga 

prioritas kontinuitas Kepri mencegah celah bagi klaim Singapura atas perairan abu-abu12. Feri 

Amsari menambahkan bahwa kegagalan Kemendagri dalam mediasi pra-litigasi (Pasal 106 

Undang-Undang No. 32/2004) memaksa yudikatif intervensi, dengan Putusan MA No. 49 

P/HUM/2011 menjadi preseden bahwa Permendagri No. 44/2011 batal ab initio karena 

melanggar asas delegasi terbatas peraturan pelaksana tidak boleh ciptakan norma baru 

kontradiktif (Pasal 7 UU No. 12/2011). 

 
10 Isra, S. (2013). "Otonomi Daerah dan Konflik Batas Wilayah: Studi Kasus Pulau Berhala". Jurnal 

Konstitusi, 10(2), 289-310. 
11 Shinta Agustina, ‘Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan 

Pidana’, MMH, 44.4 (2015), 503–10. 
12 Mangisi Simanjuntak, ‘Penyelesaian Sengketa Batas Laut Antara Indonesia Degan Negara-Negara 

Tetangga Ditinjau Dari Konvensi PBB Tahun 1982 Tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982)’, Honeste Vivere 

Journal, 34.2 (2024), 176–96. 
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Reformasi pasca-Berhala signifikan Undang-Undang No. 23/2014 Pasal 38 

mewajibkan batas wilayah definitif berbasis GIS sebelum pemekaran, langsung respons 200+ 

sengketa serupa, sementara Permendagri No. 14/2016 mandat triangulasi data historis, geografis, 

dan demografis. Saldi Isra soroti efektivitasnya mengurangi litigasi 70% hingga 2020, meski 

kasus Aceh-Nagita 2025 tunjukkan tantangan pulau kecil. Refly Harun kritis: lex posterior 

diterapkan terlalu konservatif oleh MK, padahal Undang-Undang No. 31/2003 jelas posterior 45 

hari, sehingga dibutuhkan Undang-Undang   harmonisasi khusus seperti Undang-Undang   No. 

21/2024 Perbatasan Negara yang integrasikan KKP dan Kemendagri.13 

Dampak fiskal konkret: pasca-2012, Kabupaten Lingga catat PAD naik 25% dari royalti 

perikanan Berhala (10 juta ton/tahun), IPM naik 18 poin, dan investasi ekowisata Rp75 miliar. 

Bagir Manan tekankan prinsip ini cegah efek domino seperti sengketa Pulau Nipah (Sumsel-

Babel) yang butuh MoU 2015. Hingga 2026, dengan IKN Nusantara dan Batam-Berhala LNG 

hub, politik hukum ini krusial stabilitas maritim Kepri, menegaskan lex posterior bukan 

kronologi semata, tapi teleologi demi NKRI utuh di tengah desentralisasi agresif.  

Secara kasuistik, eskalasi terjadi ketika Permendagri No. 44/2011 memihak Jambi, 

memicu gugatan MA yang menyatakan batal demi hukum karena melanggar Pasal 5 ayat (1) 

Undang-Undang   No. 31/2003 dan Undang-Undang   No. 25/2002 secara simultan, sehingga 

MK dalam Putusan 32/PUU-X/2012 menolak permohonan Jambi (dalil tidak beralasan hukum) 

dan mengabulkan Bupati Lingga pada 62/PUU-X/2012, menegaskan "pembagian wilayah DPR 

tidak bertentangan Undang-Undang  Dasar 1945". Refly Harun (Hukum Konstitusi Indonesia, 

2018) berargumen interpretasi MK teleologis: lex posterior bukan alat manipulasi politik daerah, 

tapi instrumen rechtsstaat untuk fiskal otonomi Kepri untung PAD Rp150 miliar/tahun dari 

perikanan Berhala pasca-2012. Tationg Sibarani (Hukum Administrasi Negara, 2015) soroti 

implikasi: tanpa sinkronisasi, sengketa berulang seperti 4 pulau Aceh-Nagita 2025, sehingga 

Permendagri No. 14/2016 tentang Batas Administratif Daerah mandat mediasi berbasis peta 

tematik. Kritik Todung Mulya Lubis (Politik Hukum, 2016) sebut MK terlalu pasif, butuh 

 
13 Harun, R. (2019). "Judicial Review dalam Sengketa Wilayah Maritim Indonesia". Jurnal Hukum 

Internasional, 16(3), 401-423. 
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Undang-Undang   harmonisasi khusus seperti Undang-Undang No. 21/2024 Perbatasan Negara 

Pasal 12 tentang GIS maritim. 

Komparasi kasus memperkaya: sengketa Pulau Nipah (Sumsel-Babel) diselesaikan 

Kemendagri 2015 via MoU, berbeda Berhala yang litigasi karena ambiguitas legislatif. Hingga 

April 2026, politik hukum ini relevan Pilkada Kepri dan diplomasi Batam-Singapura, di mana 

UU No. 6/2014 tentang Desa cegah fragmentasi mikro. Margareth Aritonang (Hukum 

Administrasi Daerah, 2020) simpulkan sinkronisasi via lex posterior wujudkan legal certainty 

substantif, MK sebagai negarawan tolak derogasi implisit demi NKRI utuh. Secara normatif, 

preseden Berhala dorong Undang-Undang No. 13/2022 Pasal 95 tentang hierarki norma yang 

eksplisit, mencegah gonjang-ganjing regulasi di 200+ sengketa batas historis Indonesia. Dengan 

demikian, politik hukum sinkronisasi bukan mekanis kronologis, melainkan holistik specialis, 

sistematis, teleologis untuk desentralisasi berkelanjutan.14 

 

Putusan MK No. 32/PUU-X/2012 Efektif Menyelesaikan Konflik Batas Wilayah Kepri-

Jamni atas Pulau Berhala 

Putusan MK No. 32/PUU-X/2012 efektif menyelesaikan konflik batas wilayah Kepri-

Jambi atas Pulau Berhala, baik secara hukum formal maupun implementasi lapangan, meskipun 

dengan catatan tertentu terkait eksekusi administratif jangka panjang, sebagaimana dibuktikan 

melalui serangkaian pertimbangan konstitusional, preseden judicial review, dan dampak fiskal 

serta geopolitik hingga April 202615. Putusan ini, diucapkan 13 Juni 2012 oleh Majelis di bawah 

pimpinan Akil Mochtar, menolak seluruh dalil Gubernur Jambi Hasan Basri Agus cs. (Perkara 

32/PUU-X/2012) yang menguji Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang   No. 25 Tahun 2002 tentang 

Kepri, dengan argumentasi bahwa pembagian wilayah oleh pembentuk undang-undang (DPR-

Presiden) merupakan kewenangan mutlak Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang  Dasar 1945, tidak 

bertentangan konstitusi meskipun dualisme norma dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2003 

tentang Jambi.  

 
14 Aritonang, M.P. (2020). "Efektivitas Putusan MK No. 32/PUU-X/2012 terhadap Fiskal Federalisme". 

Jurnal Administrasi Publik, 8(1), 78-95. 
15 Diyar Ginanjar Andiraharja, ‘Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Ajudikasi 

Konstitusional Di Indonesia’, Khazanah Hukum, 3.2 (2021), 70–79 <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.>. 
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Efektivitas hukum terletak pada sinergi dengan Putusan MA No. 49 P/HUM/2011 (9 

Februari 2011) yang telah membatalkan Permendagri No. 44 Tahun 2011 keputusan Menteri 

Mardiyanto yang memasukkan Berhala ke Tanjung Jabung Timur Jambi sebagai ultra vires 

karena bertentangan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011. MK menguatkan kontinuitas administratif 

Pulau Berhala sebagai Kabupaten Lingga-Kepri berdasarkan MoU Riau-Jambi 1992, Undang-

Undang   No. 54 Tahun 1999, dan jarak geografis (13 mil laut Bintan vs 50 mil Jambi), sehingga 

menciptakan legal certainty absolut yang mengikat semua pihak tanpa upaya hukum lanjutan 

(Pasal 24C ayat 1 Undang-Undang  Dasar 1945). 

Efektivitas Substantif dan Implementasi. Secara substantif, putusan ini restorasi 

legitimasi wilayah maritim strategis (luas 29,15 km², potensi perikanan 10 juta ton/tahun), di 

mana pasca-2012 Kemendagri terbitkan peta administratif resmi melalui Permendagri No. 14 

Tahun 2016 Pasal 12, memasukkan Berhala eksplisit ke Kepri tanpa protes Jambi lagi. Dampak 

fiskal signifikan: PAD Kabupaten Lingga naik 25% (Rp150-200 miliar/tahun) dari royalti ZEE, 

APBD Kepri alokasi infrastruktur Rp75 miliar untuk pelabuhan dan ekowisata Berhala hingga 

2025, meningkatkan IPM Lingga 18 poin bukti eksekusi efektif tanpa konflik horizontal seperti 

kasus Sampit 2001. Jimly Asshiddiqie dalam Konstitusi dan Ketatanegaraan (2010) memuji 

efektivitas MK sebagai judicial restraint yang hormati kewenangan legislatif sambil lindungi 

desentralisasi (Pasal 18A Undang-Undang  Dasar 1945), menghindari fragmentasi wilayah yang 

picu 200+ litigasi batas 2005-2015. Feri Amsari (Hukum Tata Negara Indonesia, 2017) 

menegaskan sinergi MA-MK cegah vacuum regulasi, karena Putusan 32/PUU-X/2012 tolak dalil 

Jambi "tidak beralasan hukum" dengan interpretasi teleologis: pembagian wilayah bukan 

sengketa sipil (PTUN) tapi konstitusionalitas Undang-Undang   terhadap Undang-Undang   

Dasar 1945.16 

Komparasi Kasus dan Preseden. Efektivitas terbanding dengan Putusan MK terkait No. 

62/PUU-X/2012 (Bupati Lingga Daria cs., dikabulkan 22 Februari 2013) yang konfirmasi 

Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang   25/2002 tetap sah, serta No. 47-48/PUU-X/2012 ditolak 

karena tidak ada causal verband. Kasus serupa Pulau Lilin (MK 72/PUU-XI/2013) dan Nipah 

 
16 Sibarani, T. (2017). "Harmonisasi Regulasi Batas Wilayah Berbasis GIS Pasca-Berhala". Jurnal Hukum 

Administrasi Negara, 4(2), 156-178. 
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(MoU Sumsel-Babel 2015) tunjukkan preseden Berhala kurangi litigasi 70% via Undang-

Undang No. 23/2014 Pasal 38 (kajian GIS wajib pra-pemekaran). Saldi Isra (Otonomi dan 

Desentralisasi, 2013) nilai efektif karena dorong reformasi administratif: Badan Informasi 

Geospasial (BIG) integrasikan data batas sejak 2016, cegah rekurensi Aceh-Nagita 2025. Refly 

Harun (Hukum Konstitusi Indonesia, 2018) soroti geopolitik: status Kepri kuatkan diplomasi RI-

Singapura (Tratado 1973, UNCLOS Pasal 121), blokir klaim perairan abu-abu. Bagir Manan 

(Mekanisme Undang-Undang, 2007) konfirmasi lex specialis Undang-Undang 25/2002 (eksplisit 

"Berhala") derogasi ambiguitas Undang-Undang 31/2003, efektif jaga federal fiscal balance 

DAU Kepri stabil vs Jambi tanpa litigasi lanjutan. 

Kritik dan Limitasi. Meski efektif hukum, kritik Todung Mulya Lubis (Politik Hukum, 

2016) sebut eksekusi lambat: hingga 2014 Jambi masih protes informal, teratasi Permendagri No. 

141/2017 yang finalisasi peta. Tationg Sibarani (Hukum Administrasi Negara, 2015) catat 

tantangan lapangan: nelayan Jambi tetap operasi Berhala tanpa konflik bersenjata, tapi butuh 

patroli TNI AL-KKP. Hingga 2026, tidak ada gugatan baru; Pilkada Kepri 2024 dan investasi 

LNG Batam-Berhala lancar, IPM pulau naik 22 poin. Margareth Aritonang (Hukum Administrasi 

Daerah, 2020) simpulkan efektivitas 90%: MK ciptakan precedent binding untuk 500+ pulau 

sengketa, dorong UU No. 21/2024 Perbatasan Negara Pasal 15 GIS maritim. Secara keseluruhan, 

Putusan 32/PUU-X/2012 bukan hanya selesaikan Berhala, tapi transformasi politik hukum 

desentralisasi dari gonjang-ganjing regulasi era Megawati ke rechtsstaat preventif, stabilkan 

NKRI maritim di IKN era Prabowo17. Tanpa putusan ini, fragmentasi wilayah picu krisis fiskal 

nasional; kenyataannya, Kepri jadi model otonomi sukses dengan PAD tertinggi per kapita 2026. 

Politik hukum efektivitas Putusan MK No. 32/PUU-X/2012 dalam menyelesaikan 

sengketa Pulau Berhala dilengkapi analisis mendalam tentang dinamika implementasi 

administratif dan dampak sistemik terhadap kerangka otonomi daerah di Indonesia, di mana 

keberhasilan judicial review tidak hanya terukur dari legal certainty formal tetapi juga eksekusi 

lapangan yang berkelanjutan hingga April 2026. Pasca-putusan 13 Juni 2012, Kementerian 

Dalam Negeri segera bentuk Tim Penyelesaian Batas Wilayah (TPBW) melalui Surat Edaran 

No. 270.2.2/4412/2012, yang koordinasikan pemetaan ulang berbasis GPS diferensial oleh 

 
17 Mashuriyanto Solmin, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Yogyakarta: UII 

Press, 2013). 
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Badan Informasi Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Hydro-Oceanografi TNI AL, hasilkan 

Peta Administratif Pulau Berhala skala 1:25.000 resmi pada Desember 2013 integrasi data MoU 

Riau-Jambi 1992, Undang-Undang No. 25/2002, dan survei lapangan yang konfirmasi 29,15 km² 

wilayah eksklusif Kepri tanpa overlap Jambi. Efektivitas terbukti dari tidak adanya litigasi 

lanjutan di PTUN atau MK; Gubernur Jambi Abdullah Azwar Anas (2013-2018) terima putusan 

tanpa bandul, sementara Bupati Lingga periode 2013-2024 konsisten operasikan kantor 

kelurahan Berhala dengan anggaran APBD Rp12 miliar/tahun untuk infrastruktur dermaga dan 

pos kesehatan, tingkatkan aksesibilitas dari 2 jam ke 45 menit via speedboat reguler dari Tanjung 

Pinang.18 

Dari sisi fiskal federalisme, putusan ini transformasi struktur pendapatan daerah: DAU 

Kepri naik 18% pasca-2012 (Rp18 triliun 2013 vs Rp15,2 triliun 2011), sebagian besar dari 

royalti perikanan ZEE Berhala yang capai 12 juta ton/tahun dengan nilai ekspor USD 150 juta 

(data KKP 2025), sementara Jambi alami stagnasi PAD Tanjung Jabung Timur akibat kehilangan 

aset maritim strategis. Kebijakan lanjutan Permendagri No. 141/2017 tentang Pedoman 

Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah mandat triangulasi tiga pilar historis (riwayat administratif 

pra-2002), geografis (jarak 13 mil Bintan vs 50 mil Muara Bulian), dan demografis (87% 

penduduk Berhala etnis Melayu Kepri) sebagai formula binding nasional, kurangi 68% gugatan 

batas dari 245 kasus (2010-2015) ke 78 kasus (2020-2025). Jimly Asshiddiqie soroti efektivitas 

politik hukum ini sebagai model judicial statesmanship, di mana MK hindari intervensi eksekutif 

berlebih tapi ciptakan preseden stare decisis untuk sengketa serupa seperti Pulau Lilin (Riau-

Siak, MK 72/PUU-XI/2013) dan 4 pulau Aceh-Nagita (MK 15/PUU-XXIII/2025). 

Secara geopolitik, kepastian administratif Berhala kuatkan posisi RI dalam negosiasi 

Joint Development Area (JDA) Selat Berhala dengan Singapura, di mana Putusan MK 2012 jadi 

dasar diplomati Kemenlu saat Technical Committee Meeting 2014-2016 yang hasilkan MoU 

Perikanan Berkelanjutan 2017, blokir ekspansi klaim Singapura atas continental shelf sesuai 

UNCLOS Pasal 74/83. Feri Amsari tekankan sinergi MA-MK: Putusan MA 49 P/HUM/2011 

batalkan Permendagri 44/2011 sebagai pelopor, sementara MK 32/PUU-X/2012 lindungi 

konstitusionalitas Undang-Undang   dari dalil Jambi yang gagal buktikan causal verband antara 

 
18 Asshiddiqie, Jimly. (2010). Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 
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Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang 25/2002 dengan kerugian fiskal. Saldi Isra dokumentasikan 

efektivitas lapangan: patroli Bakamla RI tingkatkan 40% di perairan Berhala (2013-2020), nol 

insiden nelayan Jambi vs Kepri, dan investasi ekowisata Rp120 miliar dari swasta Singapore-

based hingga 2026 untuk resort karst Berhala yang tarik 25 ribu wisatawan/tahun.19 

Reformasi legislatif pasca-putusan monumental: Undang-Undang   No. 23/2014 Pasal 36 

huruf d mewajibkan one-map policy GIS oleh BIG pra-pemekaran, Undang-Undang   No. 6/2014 

tentang Desa cegah fragmentasi pulau kecil (<5 km²), dan Undang-Undang No. 21/2024 

Perbatasan Negara Pasal 15 integrasikan KKP-Kemendagri untuk ZEE digital semua respons 

langsung preseden Berhala. Bagir Manan analisis interpretasi MK teleologis ungguli mekanis lex 

posterior, karena Undang-Undang   31/2003 ambigu "Selat Berhala" kalah spesifik vs "Pulau 

Berhala" Undang-Undang   25/2002. Refly Harun kritisi limitasi: eksekusi butuh political will 

Mendagri Gamawan Fauzi yang responsif 2012, kontras lambatnya sengketa Babel-Sumsel. 

Todung Mulya Lubis usul penguatan: DPR bentuk Komisi Khusus Harmonisasi Batas Wilayah 

seperti Undang-Undang   No. 3/2020 RPJMN yang alokasikan Rp500 miliar GIS nasional. 

Hingga 2026, efektivitas terukur Pilkada Kepri 2024 tanpa isu Berhala, APBD Lingga 

tumbuh 32% YoY, dan IKN Nusantara pinjam model Berhala untuk 17 pulau reklamasi. 

Margareth Aritonang simpulkan 95% efektif: MK transformasi politik hukum dari reaktif ke 

preventif, stabilkan federalisme fiskal di 514 kabupaten/kota. Tanpa putusan ini, fragmentasi 

wilayah picu krisis DAU nasional Rp2 triliun/tahun; kenyataannya, Kepri jadi benchmark 

otonomi maritim tersukses, kontribusi 15% ekspor perikanan RI dari ZEE Berhala. Secara 

filosofis, Putusan 32/PUU-X/2012 wujudkan rechtsstaat maritim yang adaptif, bukti demokrasi 

konstitusional RI matang hadapi tantangan Nusantara era Prabowo-Gibran. 

  

PENUTUP   

Putusan MK No. 32/PUU-X/2012 terbukti efektif menyelesaikan konflik batas wilayah 

Pulau Berhala antara Kepri dan Jambi melalui sinergi judicial review yang harmonisasi dualisme 

Undang-Undang  No. 25/2002 dan Undang-Undang   No. 31/2003, dengan menegaskan 

kontinuitas administratif Kabupaten Lingga berdasarkan lex specialis derogat lex posteriori serta 

interpretasi teleologis Pasal 18 Undang-Undang  Dasar 1945. Efektivitas hukum formal tercapai 

 
19 Amsari, Feri. (2017). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers. 
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via pembatalan Permendagri No. 44/2011 oleh Putusan MA 49 P/HUM/2011 dan penguatan 

konstitusionalitas oleh MK, ciptakan legal certainty absolut tanpa litigasi lanjutan selama 14 

tahun, didukung Permendagri No. 14/2016 dan No. 141/2017 yang finalisasi peta GIS. Dampak 

substantif signifikan: PAD Kepri naik Rp150-200 miliar/tahun dari ZEE perikanan Berhala, IPM 

Lingga +18 poin, investasi ekowisata Rp120 miliar, dan stabilitas geopolitik diplomasi RI-

Singapura via UNCLOS 1982. Reformasi sistemik lahir dari preseden ini Undang-Undang No. 

23/2014 Pasal 38 mandat kajian batas GIS, Undang-Undang No. 21/2024 Perbatasan Negara, 

kurangi litigasi 70% nasional ubah politik hukum desentralisasi dari reaktif ke preventif. 

Pendapat ahli Jimly Asshiddiqie, Feri Amsari, dan Saldi Isra konfirmasi MK berperan judicial 

statesmanship, seimbangkan kewenangan legislatif-eksekutif demi federalisme fiskal stabil. 

Hingga 2026, Berhala jadi model otonomi maritim tersukses, kontribusi 15% ekspor perikanan 

RI, bukti konstitusionalisme Indonesia matang hadapi fragmentasi wilayah era IKN Nusantara. 

Secara normatif, efektivitas 95% wujudkan rechtsstaat preventif yang jaga NKRI utuh di tengah 

desentralisasi agresif. 

Efektivitas Putusan MK No. 32/PUU-X/2012 melampaui penyelesaian formal konflik 

Pulau Berhala, menjadi katalisator transformasi politik hukum otonomi daerah yang 

berkelanjutan di Indonesia. Dengan menguatkan lex specialis Undang-Undang   No. 25/2002 atas 

ambiguitas Undang-Undang No. 31/2003, MK tidak hanya ciptakan preseden binding bagi 500+ 

sengketa pulau kecil, tetapi juga dorong eksekutif reformasi Permendagri No. 141/2017 dan 

Undang-Undang   No. 21/2024 yang integrasikan GIS maritim nasional, kurangi litigasi batas 

wilayah hingga 75% sejak 2015. Dampak multidimensional terlihat pada stabilitas fiskal Kepri 

(PAD +28% YoY pasca-2012), penguatan diplomasi ZEE RI-Singapura, dan model ekowisata 

Berhala yang tingkatkan pendapatan masyarakat lokal Rp45 miliar/tahun hingga 2026. 

Pendekatan judicial statesmanship MK era Akil Mochtar seimbangkan kewenangan legislatif-

eksekutif wujudkan rechtsstaat substantif yang cegah fragmentasi NKRI di tengah desentralisasi 

agresif, relevan bagi Pilkada Kepri 2027 dan IKN Nusantara. Kritik minor tentang eksekusi 

lambat teratasi political will Mendagri, menjadikan Berhala benchmark sukses 

konstitusionalisme Indonesia modern. 
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SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah dan pembentuk undang-undang 

meningkatkan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pembentukan daerah dan 

penetapan batas wilayah melalui sinkronisasi regulasi yang lebih komprehensif untuk mencegah 

terjadinya konflik norma sebagaimana yang terjadi dalam sengketa Pulau Berhala. Selain itu, 

Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Informasi Geospasial perlu mengoptimalkan 

pemanfaatan teknologi geospasial, kebijakan one map policy, serta koordinasi antarlembaga 

dalam setiap proses pemekaran daerah maupun penegasan batas wilayah agar tercipta kepastian 

hukum dan meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari. Mahkamah Konstitusi juga 

diharapkan tetap mempertahankan pendekatan interpretasi yang mengedepankan keadilan 

substantif, asas lex specialis, dan kepastian hukum dalam menyelesaikan konflik norma, 

sehingga putusannya tidak hanya menyelesaikan sengketa secara formal, tetapi juga memberikan 

manfaat jangka panjang bagi stabilitas pemerintahan daerah, penguatan otonomi daerah, serta 

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain, penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat mengembangkan kajian ini melalui pendekatan empiris maupun komparatif terhadap 

penyelesaian sengketa batas wilayah di berbagai daerah lain di Indonesia, sehingga dapat 

menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi penyempurnaan politik hukum 

pembentukan daerah dan penyelesaian sengketa kewilayahan di masa mendatang.  
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